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KEPUTUSAN “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN
Nomor : 421/724.Dindik/Kab/2007

Tentang : :
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK,

Menimbang :a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan didirkan dan
diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan
Daerah Muhammadiyah Kab. Lebak telah memenuhi persyaratan yang

% berlaku;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Majelis Pendidikan
Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Lebak,
Provinsi - Banten telah mengusahakan didirkannya Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Cikotok.

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang periu memberi
izin  penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Mengingat o Undang-u;)dang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
T Wl - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan
— Lembaran Negara Nomor 4301); :

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
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tanggal
September 2003 dan Nomor 033A1.0/A/2004, tanggal 20 Januari 2004,
Wmmmsm,dmwwmmm)m
Dagel besiut -

1. Perkumpu'an Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan
dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomcr 81, tanggal 22 Agustus
1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumipuian-
perkumpulan Berbadan Hukum;

2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan
untuk jangka waktu tertentu, yang statutanya atau reglementnya
disetujul, juga setelah habis wakiu yang ditentukan datam regiement itu
tanpa persstujuan lebih fanjut, dipandang agai b

3. Perkumpulan Mufsammadiyd\. sesuai dengan surﬁt Saudara dan

mmmwmaumkam.sampa‘ isaatmi.masa\mel'akukankam
kegiatan sebagai Perkumpulan:

eksistensinya sebagai badan hukum dan herus menyesuaikan dirj
dmanumngwmgmsmhunwwmsem.

Demikian untuk diketahui.
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